
lentang 
I 

Korupsi. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Repoblik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanpan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2f>03 
Nomof 47, Tambahan lembaran Negara R�lik lnd�ia 

" 

a bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas 
Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
ser1a dalam rangka memotivasi kine�a Pegawai Negeri Sipil d1 

Ungkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro, perlu dibcrikan Tambahan Penghas1!an: 
b bahwa dengan d1berikannya Tambahan Penghasilan pada huruf 

a di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan 

bertanggung jawab da!am pelaksanaan tugas-tugas yang 
dipercayakan untuk d11aksanakan. 

c. bahwa berdasaf1tan pert1mballQan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b di atas. per1u ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Braro 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BfARO, 

BUPAT! KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 
NOMOR 37 TAHUN 2011 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2011 
TENT ANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO 

Mengingat 

Menirnbang 

BIARD TAGULANOANG SIAU KEPULAUAN KABUPATEN 
36 

Bt::RITA DAERAH 
TAHUN 2011 NOMOR 

Oiundangkan di Ondong Siau 
pede taoggal n Juni 2011 

Pasal 27 

Oitetapkan di Ondong Siau 
pada tanggal 27 Juni 2011 

BAB IX 
KETENTUAN PENliTUP 

Pasal 28 

.•• ,., - tanggal diundangkan. Agar setiaP orang Peraturan Bupatl inl mula1 l,>t:l lO u dalam Bertta 
mengetahoinya, memerintahkan penoundangan dengan penempatannya 
Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

Pcndanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari : 
a. Swadaya masyarakat; 
b Bantuan dari 11,nggaran Bcianja Kelurahan; 

· Pe ··"h Pemerintah ProvlnSI dan Pemetlntah Kabupaten; c. Bantu.an men,...., , 
Bantu.an lain yang sah dan tldak mengikat. d. 



', 

3 Undang,Undang NornoJ 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahuri 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4355): 

4. Uf'ldang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(lembaran Negara Repubjk lndooesia T ahun 2004 Nomot 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republ1k lf'ldooesia Nomot 4400); 

5. Undang.Ulldang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahari 

Oaerah { Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437 ) 
sebeqaenana te!ah d1ubah beberapa kah terakh,r dengan 

Undang.Undang NOOlOr 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keclua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenntahan Oaerah {Lembaran Negara Republik lndonesca 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republ,k 

1f'ldonesia Nomor 4644): 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemennlah Pusat dan Pemenntahan Daerah 

{Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4438), 

7. Undang-Undang NOOlOr 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan S,au Tagulandang Biaro d1 Provinsi 

Sulawesi Utara {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 

2007 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 4691). 

8 Peraturan Pemenntah Repubhk Indonesia Nomor 24 Tahun 

1976 tentang Cuti Pegawai Negeri S1pil. 

9. Peraturan Pemerintah Republtk Indonesia Nomor 25 Tahun 

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 

Provinsi sebaga, Oaerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 3952); 

10.Peraturan Pemermtah Repubbk Indonesia Nomor 105 Tahun 

2000 tentang Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan 

Oaerah (Lembaran Negara Republ!k Indonesia Tahun 2000 

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 4022); 

o 

Tagu1af'ldang Bmro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Dae rah 

rJ: 

11 Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 

lentang Pengelolaan Bara,ng Mihk Nega,ra/Oaerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4609): 

12.Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 24 Tahun 

2005 tentang Stander Akuntas, Pemenntahan (Lembaran 

Negara Repubkk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4503): 

13 Pera,turan Pemenntah Repubhk Indonesia Nomor 56 Tahun 

2005 \entang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4576). sebaqasnana telah d1ubah 

denqan Peraturan Pemerintah Republlk lnclones1� Nomor 65 

' Tahun 2010 (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2010 

Nomor 1 IO. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155): 

14 Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4578), 

15 Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga1mana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007: 

16 Peraturan Menteri Oalam Negen Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Oaerah. 

17 Peraturan Menteri Oalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebaqaenana lelah 

diubah beberapa kah terakhjr dengan Peraturan Menleri Da!am 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas 

Peraturan Menlen Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, 

18.Peraturan Menten Oalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan1a 

Oaerah Tahun 2011: 

19 Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 

B1aro Nomor 11 Tahun 2010 tentang AllQgaran Pendapatan 

dan Belanja Oaerah {APBO) Kabupaten Kepulauan S1au 



Paul 1 

Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan . 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang aerc; 

2. Pemerinlahan Oaerah ada1ah Bupa\1 dan Perangkat Oaerah sebaga1 unsur 

Penye1enggaraan Pemerintahan Oaerah; 

3. Kepala Oaerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Btarc. 

4, APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belan1a Oaerah KabUpalen Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro: 

5. Pegawal Negeri Siptl yang selanjulnya disingkal PNS adalah Pegawai Negeri 

Sipll dan ca1oo Pegawai Negeri SipH di Lingkungan Pemerinlah Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro: I 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 

Nomor 11): 

20.Peraturan Bupab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro NC>nl()r 20 

Tahun 2010 tenlallQ Standar Analisa Belania dan Standar 

Satuan Harga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan1a 

Oaerah (APBO) Kabupaten Kepulauan S,au Tagulandang ararc 

Tahun Anggaran 2011. 

21.Peraturan Bupali Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Pen1abaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan 

Slau Tagulandang Bsaro Tahun Anggaran 2011. 

22 Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Blaro Nomor 

126 Tahun 2010 tentang Peoetapan Standar Saluan Harga dan 

Analisis Standar Be1anja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 

BAB II 
PEMBER1AN TAMBAHAN PENGHASlLAN 

Pasal 2 

Oengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai atau TPP kepada Pegawai Negeri Sipil di UngkullQan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

Profesi. 

BAB IV 
BESARAN JUMLAH DAN JEN1S TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

Pasal 4 

Jenis Tambahan Penghasilan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Men!eri 

Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan khusus di Ungkungan Pemerintah 

Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Biaro mellggUnakan kriteria Tambahan 

Penghas�an Pegawai berdasarbn Tempat Bekerja, Beban Kerja dan Kelangkaan 

BABIII 
TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

Pasal 3 
Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah: 

1. Meningkatkan kesejahleraan Pegawa1 Negeri Sipd. 

2 Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat dan profesionat 

3. Memolivasi Pegawai Negeri Sip� untuk bekerja melampaui beban kerµl normal. 

4. Memotivasi dan meoingkatkan semangat kef)a bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
memiliki keahlian khusus, bekerja d1 daerah yang memihki kesulitan tinggi dan 

d1tempatkan di daerah lerpencil; 

6. satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya dis1ngkat SKPD adalah Saluan 

Kerja Perangkat Oaerah pada Pemerinlah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro; 

7. Kinerja adalah keluaran I hasil dari kegiatan I program yang akan atau telah 

dicapal sehubungan penggunaan anggaran dengan kuanlitas dan kualitas yaflQ 

terukur; 

a. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkal TPP adalah 

tambahan penghasilan yang dlberlkan 1ebaga1 insentif alas tingkat kesu!itan / 

biaya hidup dan pencapaian kinerja kepada Pegawai Negen Sipt1 di UngkullQan 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

o 

(i 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl KEPULAUAN S1AU TAGULANOANG 

81AR0 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENT ANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASllAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN 

PEMERIN'l"AH KABUPATEN KEPULAUAN SlAU TAGULANOANG 

BlARO. 

Meoetapkan : 



l 

( 

u 

Penghasilan yang d1benkan kepada Peqawar Negeri Sipil sesuai dengan beban 

pekerjaan yallg d1berikan kepada Pegawai Negen S1pil dan dtukur dengan kehadnan 

dalam pelaksanaan tugas. 
Pasal 7 

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi dibenkan kepada 

Tenaga Medis dan Paramedis. 

Pasa18 

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negen Sipil di senap Saluan Kerja 

Perangkal Daerah I Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab 

Pegawa1 Negeri Sipil. 

BABV 
TATA CARA DAN KRITERIA PEMBAYARAN TAMBAHAN 

PENGHASllAN PEGAWAI 

Pasal9 

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bekerja dibayarkan secara lumpsum 

dan diberikan kepada semua Pegawai Negen Sip1I yallg bekena d1 Lmgkungan 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Btaro. 

Pasal 10 

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keqa d1bayarkan sebaqar 

berikut: 
1. Tambahan Penghasilan Pegawai d1bayarkan sesuar dengan kehad.ran 

berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh Kepala Saluan Kerja Perangkat 

Daerah I Unit Kerja: 
2. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan kepada Pegawai Negen S1pil 

berslatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah la1nnya yang sementara 

melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 

Biaro: 

3. Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan penuh. jika Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan lidak hadir tanpa keterangan, lanpa izin dan tidak 

mengikuti apel pagi I sore dan meningga!kan kantor pada jam kerja tanpa 121n 

Kepala SKPD, 

4. Pegawat Negen Sipil yang sakit 1 (salu) sampai dengan 14 (empat belas) hari 

kerja dengan Surat Kelerangan Ookter dapat d1bayarkan tambahan penghasilan 
sebagaimana dimaksud ayat {1). 

5. Pegawa1 Negen S1p1I yang sakit lebih dari 14 (empal belas) hari tambahan 

penghasitan tldak dapal dibayarkan. 

6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
tersebut diatas, besaran Tambahan Penghasilan diatur sebagai berikut. 

a Bagi pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi dan atau Apel S?re, Tambahan 

Penghasilan Pegawai be«:lasarkan beban kerja dipolong masing-masing 
sebesar 2% (dua persen): 

b Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dalam melaksanakan tugas, maka 

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 
5% (lima persen) per hari, 

c. Bagi Pegawai yang memnggalkan tugas saal jam kerja taopa izin pimpinan, 
maka Tambahan Penghasitan Pegawai berdasarkan beban keria dipotong 
sebesar 3% (tiga persen); 

d. Bagi Pegawai Negeri Sip1I yang lidak mengikuti Apel Pagi, Apel Sore dan 

meninggalkan kantor pada jam kerja karena melaksanakan fugas alas penntah 
Pimpinan I Pejabal be1Wenang tidak d1kenakan potongan. 

7 Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dapat dibayarkan 
penuh kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuh1 persyara\an kehad1ran 
termasuk melakukan pefjalanan dinas 

Pasal 11 

Pegawai Negeri Sipil yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) 
dalam 1 (satu) bu!an. maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayantan. 

Pasat 12 

Pegawa1 Negeri Sip1I yang melaksaf"\akan cuti tahunan dan cuti karena alasan 

lertenlu hanya d1bayarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bekel")a. 
kecuali Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti d1 luar tanggungan negara 

Pasal 5 

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bekerja adalah sebaga1 

1 
berikul: 

a) Kepulauan: 

b) Tarpencn. 
c) Sangat terpencil. 

Pasa16 

Tambahan Penghas1lan Pegawa1 berdasarkan beban keqa adalah Tambahan 
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Oitetapkan di Ondoog Siau 
pada laoggal JO Junr 2011 

BUPATl}�,�lAUAN SIAU TAGUlANOANG BIARO. 

SERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUtANOANG BIARO 
TAHUN 2011 NOMOR 17 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

BABVII 
KETENTUAN PENUTUP 

' .-,._pit. 1 SUPIT 

Pasal 13 
Tambah..n Penghas�an Pegawai tidak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negen 

Sipil tersebut berada datam status tugas beterer dan bekerja sebaga, pcgawa1 t1!1pan 

pada Pemerintah Daerah lainnya. 

Pasal 14 

Anggamn Tambahan Penghasilan Pegawai drbebankan pada masmg..mas1nn 
Ookumen Pelaksaan Anggaran (OPA) Saluan Kerja Perangkat Oaerah (SKPO) 

Tahon Anggaran 2011. 

Pasal 15 
Peraturan Bupati ini mula1 ber1aku pada tanggal d1uodangkan. Agar senac orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengul'ldangan Pera1uran Bupat1 mi dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kepolauan Siau Tagulandang 

aerc 

Du,mdangkan di Ondoog Siau 
pad a tanggal. JO Juni 2011 

,·· 


